
 
 

 
 

 

WALIKOTA PANGKALPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 
 

NOMOR 2  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PELARANGAN TERHADAP PENGADAAN, 

PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman 

dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari 

akibat buruknya mengkonsumsi minuman beralkohol, 

perlu mengatur kebijakan yang berkaitan dengan 

pelarangan pengadaan, pengedaran dan penjualan 

minuman beralkohol di Kota Pangkalpinang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang tentang Pelarangan Terhadap Pengadaan, 

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang 

Pengusutan, Penuntunan, dan Peradilan Tindak Pidana 

Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 



 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), 

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan 

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 



 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

dan 

WALIKOTA PANGKALPINANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN 

TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN 

MINUMAN BERALKOHOL. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. 

4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang. 

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

Menengah yang disebut Dinas Perindagkop dan UMKM adalah Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah Kota Pangkalpinang. 

6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil 

alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau 

fermentasi tanpa destilasi. 

 

 

 

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang 

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 

02, seri D Nomor 01); 

9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2010 Nomor 7); 

 



 
 

7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat 

secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan 

pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk 

kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. 

8. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal 

dari produksi dalam negeri atau asal impor. 

9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha 

yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah 

Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau 

bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 

Minuman Beralkohol. 

10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman 

Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau 

penjual langsung untuk diminum di tempat. 

11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah 

perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir 

dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. 

12. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang 

selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual 

Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di 

tempat yang telah ditentukan. 

13. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman 

Beralkohol  produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor 

untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual 

langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu. 

14. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk 

mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk 

asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran 

tertentu. 

15. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah 

Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ 

atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 

16. Pengusaha Toko Bebas Bea selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan 

Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal 

Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB. 

17. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 

darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu 

di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 

Undang-Undang Kepabeanan. 



 
 

18. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di 

pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk 

lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

19. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata. 

20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan. 

 

BAB II 

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL 
 

Pasal 2 

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: 

a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil 

alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per 

seratus); 

b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil 

alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) 

sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan 

c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil 

alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per 

seratus) sampai dengan 55% (lima puluh per seratus). 

 

BAB III 

PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 

 

Pasal 3 

 

(1) Setiap orang atau Badan hukum dilarang melakukan pengadaan, peredaran 

dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di 

daerah. 

(2) Setiap orang dilarang menggunakan dan mengkonsumsi minuman beralkohol 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di daerah. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan 

sejenisnya untuk digunakan dengan tujuan kesehatan dan kepentingan 

ibadah. 

 

 



 
 

BAB IV 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

 

Pasal 4 

 

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pejabat Polisi 

Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan 

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 5 

(1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka SIUP-MB yang diterbitkan 

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai 

dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB. 

(2) Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP-MB yang sedang dalam 

proses penyelesaian sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka SIUP-

MB tidak dapat diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah 

ini. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengadaan, Pengedaran, 

Penjualan, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pengendalian Minuman 

Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 



 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang. 

 

 
 Ditetapkan di Pangkalpinang 

 pada tanggal   30   Maret  2016    

         WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

                  dto 
 
  

MUHAMMAD IRWANSYAH 
 

 
 
Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal  30 Maret  2016 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KOTA PANGKALPINANG, 

       
 
           dto 

 
RADMIDA DAWAM 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016  NOMOR 2 

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.2/2016) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


